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Tahun Anggaran 2022:
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Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan
ayat (2) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dafam
hal terjadi peristiwa khusus:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Pomt a, ayal
(2) dan ayat( 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TE Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desi
dapat melakukan Perubahan APBDesa;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan
Bupati Pesisir Sclatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Nagan, periu menctapkan Keputusan Carnt
atas nama Bupati tentang hasil Evaluas: Rancangan Peraturan Nagi

kampung Tengah Tapan Kecamatan Ransh Ampek Hulu Tepan

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tabun Angysean
2021;
Undang - Undanz Nemer 12 Tabun 1756 watsny Pemibmatsiias

Decrah Oromom Ksbopeten Delamy Lisghumgas Daerad  Progras:
Sumaters Tongah (Lombunn Negara Kopadbia fadomcnia Tatws 1954

.y

Nortsoe 253 s Undang-Unidang e Nossew 21 Tadaw 1957 (Lomidenew
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Notror 38 Tahun 1995 (Lembaran Neears Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 108, Tambahan [Lemberan Negara Republik Indonessa
Nomor 1641

Undang Undang Nomwr 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara  Repubbl  Indosesia Tahun 20014 Nomeor 7, Tambahan

L embaran Negars Repubbk Indonesis Nomaor 5493),

Uvabsing Undaong Nomew 2V Talun 014 tetang Pemerintahan

Dugral (Losbaran Negara Republih Indoresia Tahun 2014 Nomor
S0k Varatabian | ombaran Negars Repubhik Indonesin Nomor $347),
Porsiman Pomerintah Penggantt Undang - Undang Republik Indonesia
Nosmr 1 Talam 2000 Teotang Ketnpakan Kcuangan Megara Dan
Mialaltss Syadem Kevangan Untuk Penanganan Pandemic Corona
Ve Dhecaee 201 Coved19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadap
Uniaman Yang Membahayakan Perckonomian Nasional Dan Atau
Sabaltas Somicuangan:

Perataran Pesenintah Nomor 41 Tahun 2014 sebagaimana telah disbah
donpan Pormursn Poncontah Nomor |l Tahun 2019 tentang
Porvhehen hedus At Peraturan Permnerintah Nomor 43 Tahun 2014
Temtang Pelalsanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Dhoss,

‘orsturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang
Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran
Nopere Republik Indonesia Tzhun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
divbal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
[Jana Desa Yang Bersumber Dari Angearan Pendapatan dan Balanja
Negars (Lanbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menten Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor

|
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83 lahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
e,

Pernturnn Mentert Dalam Negen Repubhk Indonesia Nomaor 84 Tahun
2015 Wttty Sustanan Oy gamsast dan tata hena Pancnntah Desa,
Peratiran Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomaor 20 Tahun
JUEN weptang Pedorpan Pengelolaan Kevangan Desa;

Poratiwan Mentenn  Kewangan  Republik  Indonesia Nomor
PIR PR 07002 Perubaban  atan Perituran Mentert Keuangan
Repoddd dodomesia Nomws 190 PME 0772021 tentang  Pengelolaan
hema I e,

Peratan Menteny [esa. Pombangunan  Daerah  Tertinggal  dan
Tramesngras Nossor 4 Talam 2018 tentang Badan Usaha Mihik Desa,
Postoran Mentenn Desa,  Pembangunan Dacrah Tertinggal dan
Tranumgran Nommwr 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Mentenn Desa, Pambangunan Dacrah Tertinggal dan Transmigrasi
wmtang Penctapan Priontas Pembangunan Dana [esa Tahun 2022,
Persturan Pressden nomor 104 tahun 2021 tentang nincian Anggaran
dan Pondapatan Belanga Negara Tahun 2022,

Porsturan Bopatt Pewssr Sclatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Podoman Pongclolaan Kcuangan Nagari;

Poraturan Bepati Pesiaer Sclatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Mihk Nagan;

*Persturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang
Perubshan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang
Susunan Orgamsasi dan tata kega Pemerintah Nagan,

Persturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan Perangkat Nagari
Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagar;
Peraturan Hupati Pesisir Selatan: Nomor 155 Tahun 2021 tentang
Standar Biaya Pemenntahan Nagan Tahun Anggaran 2022,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Pembagian Dan Penctapan Bagi Hasil Pajak Dacrah Dan
Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Negara Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun Anggaran 2022;

w
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/ 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata

[
o

Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber
Dari Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

24, Peraturan Bupati Nomor Bupati Pesisir Sclatan Nomor 156 tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan APB nagari tahun 2022

23 Peraturan Nagari Kampung Tengah Tapan Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) Nagari
Kampung Tengah Tapan Tahun 2018 sampai dengan 2024;

26. Peraturan Nagari Kampung Tengah Tapan Nomor | Tahun 2020
tentang Kewenangan Nagari Kampung Tengah Tapan;

27. Peraturan Nagari Kampung Tengah Tapan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Kampung Tengah

Tapan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menctapkan

Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kampung
Tengah Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan
Ar.\ggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kampung Temgah Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan
scbagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan Tahun Anggaran
2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung scjak diterimanya keputusan
ini.

Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil
Evaluasi dan tctap menctapkan Rancangan Peraturan Nagan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2022 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan

dilakukan pcmbatalan oleh Bupati Pesisir Sclatan.

‘
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dilakukan pembatalan olch Bupati Pesisir Sclatan.

Keempat . Dokumen APB  Nagari minimal  berisikan;  Cover, Kata
Pengantar,Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persctujuan Bersama
Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari TA
2022, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari
2022, Angparan Kepiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camalt
tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening  Giro,
Photocopy NPWP,

Kelima - Wali Nagari  bettanggung  jawab sepenuhnya/mutlak  terhadap
pelaksanaan Perubahan AI'B Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pclaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak
melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan
hokum dikemudian hari.

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam cvaluasi ini akan diadakan

perbaikan scbagaimana mestinya.

Ditctapkan di Pasar Beriang

Padatangeal 13 Oktober 2022
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Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan:
. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Sclatan di Painan;
. Kepala Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Ketua BAMUS Nagari Nagari Kamung Tengah Tapan di Kamung Tengah Tapan
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Lembar Evaluasi APB Nagari 2022

Kabupaten/Kota : Pesisir selatan

Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
Nagari : Kampung Tengah Tapan
NO Aspek/komponen Periksa Kesesuaian Alat Verifikasi Keterangan
Ya Tidak
1, Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 :-(i;.{kah semua dokumen evaluasi telah N Pernag APB Perubahan Nagari | Berdasarkan aturan, Surat
diterima dari Nagan seccara lengkap tahun Anggaran 2022 Pengajuan untuk Evaluasi APB
Nagari bersama Pernag Perubahan
i APB Nagari tahun Anggaran 2022
1.2 | Apakah pengajuan Rancangan pernag N Keputusan hasil musyawarah | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah
| tentang, Perubahan APB Nagari atau Pemerintah Nagari bersama disepakati bersama,Pernag tentang
| Rancangan pernag tentang Perubahan BAMUS dalam penyepakatan | APBNagari harus diajukan kepada
| APB Nagan dilakukan tepat waktu Pernag tentang Perubahan | Camat untuk dievaluasi
| APB Nagari
B | o _ o (tanggal 14 Oktober 2022)
1.3 | Apakah Bamus Nagen telah menyepakati v Keputusan hasil musyawarah | Berdasarkan Permendagri 110
Rancangan Pernag tentang APB Nagari Pemerintah Nagari bersama Tahun 2016 tentang BPD dan
BAMUS dalam penyepakatan | Permendagri 20 tahun 2018 tentang
| Pernag tentang APB Nagari Pengelolaan keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Walinagari telah menyerahkan secara lenghkap kekurangan surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen Perubahan APBNagari serta
lampiran SK Pendukung Pelaksanaan Perubahan APB Nagari Tahun 2022,

2. Walinagari telah menyesuaikan legalitas APBNagan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
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> f “ 3. Walinagan telah menyesuaikan dengan pos belanja sesuai permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi.

4. Keterbatasan Sumber Dara Alokasi Dana ADD untuk belanja Bidang Pemerintanan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.

5. Sehubungan dengan RXP dan APB Nagan sebagai respon dari Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Anggran dan
pendapatan Belanja Negara di Masa Pandemi Cowvvid- 19 maka Nagari perlu mempedomani kegiatan yang wajib dan prioritas terschut
seperti (Penyaluran BLT DO schanvak 40%, Kegatan Ketzhanan Pangan sebanyak 20% dan Kegiatan Penanganan Covid-19 dan
Bencana Alam sebanyak 8% diganti dan dirobah untuk kegiatan penanganan Inflasi).

k ‘NO  Aspek/ Kompoaen Periksa Kesesuaian @ Alat Verifikasi Keterangan %
1 - Ya | Tidak | _l ;
2T Aspek Kedgakaz fam Strektws a0 | ’
INE. . F—————— e s ’ .
2.1 Umasm ' ‘
T2 Apesak Parcacgie,  Fems tesang . v | l 9KP Nagan Kampung Tengah Perubhan APB Nagari disusun |

AVI N agar d sosn  DOrdsserkan 35 e | Tapan Nomor 6 Tahun 2021 ‘bcrdasarkan RKP Nagari dan

Nagar tal a0 s s -‘ Penugasan Pemerintah serta

' Pemerintah daerah kepada Desa |

- 2. 12 | Ape cal A;t:' o ;n‘.x.:; Ut 7 '3-c~.'.:l;u‘,a:-‘ 1 y \ a i‘ﬂmﬂbd‘:iﬂn*\"’m“f 20 tahun  Penempatan Pos pendapatan !

telah e Semgar. peralioen Fewudang 2018 tentang  Pengelolaan | telah sesual aturan {

| L unaangan , b ! _ &ruangan Desa i ,
' 3.2 Pendapatan ; ) .
FETT | Apexsh e prradagecss teeonad Gan T Tperaturan  Bupati Nomor 3 Estimasi pendapatan rasional |
real¥ne Ctahun 2021, 4 tahun 2021, 5 dan realistis sesual &turan 1

I B i A (UL 0 2 S ——— | mengenai pendapatan transier |
7.2.2 | Apeksh estunas: pe Mapatan Nogars yang W | Pernag tentang Pendapatan ash ‘ Belum ada Pernag tentang
i bersumber dari pendapatas Al “agari - Nagar (PAN! Pendapatan Asli Nagan karena

rasionsl dan realistis serta  dudapatian
| secare legal dan telab diatur e ‘
| persturan Nagan ' \.

S - . - B e e i

\ tidak ada PAN
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2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang Peraturan Bupati Nomor 189 |Telah sesuai dengan Perbup
bersumber dari Dana Transfer rasional tahun 2021, 190 tahun 2021, | tentang pendapatan transfer
dan realistis 191 tahun 2021 untuk tahun 2022
2.3 Belanja
2.3.1 Apakah penempatan pos Belanja telah Permendagri Nomor 20 tahun Belanja telah sesuaikan
sesuai dengan perundang-undangan 2018 tentang Pengelolaan | kebutuhan, sikon keterbatasan
keuangan Desa dan | jumlah dana Alokasi Dana Desa
Permendesa Nomor 7 tahun | (ADD) dengan teknis
2021 penggabungan kedua peraturan
tersebut
2.3.2 Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Perbup tentang  Daftar Telah sesuai dengan Perbup
Sesuai dengan kewenangan Nagari Kewenangan Nagari tentang Perwanag Kewenangan
Nagari
2.3.3 | Apakah ada pogram / kegiatan yang Aplikasi Siskeudes Versi | Tidak ada kegiatan multiyear
dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun 2.0.r2.0.2 dalam aplikasi siskeudes nagari
anggaran (multiyears) tahun anggaran 2022
2.3.4 | Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 Dalam Penganggaran Belanja
APB  Nagari paling banyak 30% Pasal 100 ayat 1 point b APBNagari 2021 Tidak melebihi
dipergunakan untuk : 30%
1. Siltap dan tunjangan wali nagari 1. Siltap den tunjangan wali
dan perangkat Nagari nagari dan  perangkat
2. Tunjangan dan Operasional Nagari
BAMUS Nagari 2. Tunjangan dan
Operasional BAMUS
Nagari
2.3.5 Siltap, tun;a.ngan dan operasmna] untuk Perbup 155 tahun 2021 | Dalam Pengangaran Belanja APB
wali nagari dan perangkat nagari sesuai tentang Standar Biaya | Nagari 2022 Siltap, tunjangan
yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pemerintahan nagari tahun |dan operasional untuk wali
anggaran 2020 nagari dan perangkat nagari
sesuai yang ditetapkan dalam
peraturan Bupati
2.3.6 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl Perbup 40 tahun 2019 tentang | Dalam Pengangaran Belanja
untuk anggota BAMUS Nagari, serta Standar Biaya Pemerintahan | APBNagari 2022 Besaran,
Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang nagari tahun anggaran 2021 Tunjangan dan Operasioanal
ditetapkan dalam peraturan Bupati untuk anggota BAMUS Nagari,
serta Insentif RT/RW
L dianggarkan sesuai yang

ditetapkan dalam  peraturan
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Tahun Sebelumnya Telah di gunakan Anggaran 2022
sebelumnya.

bzlanja tahun berikutnya

N

odw

Kesimpulan dan Saran terhadap Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari

Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Perubahan RKP dan peraturan
perundangan-undangen.

Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada Perubahan APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari
;’?:n::gltah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan,

Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Nagari telah melakukan penganggaran pengendalian Inflasi.

Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan vang berlaku.

; Bupati |
2.3.7 | Alokasi belanja dengan output vang akan v Keputusan  Bupati  Pesisir | Belanja dan output logis sesuai |
dihasilkan logis karena telah selatan Nomor | kebutuhan dan harga tidak |
memperhitungkan tingkat kemahealan dan 900/389/kpts/BPT-PS/2018 melebihi stander yang terterz
geografis (standar Harga) tentang Standar Satuan Harga | dalam standar harga Kabugpaten |
barang dan jasa Pemerintah }
Kabupaten  Pesisir  Selatan !
tahun Anggaran 2019
2.4 Pembiayaan | ;'
2.4.1 |Apekah penempatan Pos Pembiayaan v Permendagri Nomor 20 tahun | Pembiayaan pada APBNagari
telah sesuai dengan peraturan Perundang 2018  tentang  Pengelolaan | 2022 Telah sesuai pmzmpaxanl
~undangan keuangan Desa posnya raenurut aturan
2.4.2 | Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan N Pernag tentang Dana Cadangan | Tidak ada anggaran untuk Dana | !
untuk pembentukan Dana Cadangan | Cadangan
2.4.3 | Apakah pembentukan Dana Cadangan N Pernag Tentang Pembentukan Belum adanya Pernzg u:mang |
| telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Dana Cadangan P»mbﬂntulf.an Dzna Czdangan }
2.3.4 | Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan N Pernag APB Nagari Tahun | , Tidak ada penyertaan modal’
untuk penyertaan Modal pada BUMNag Anggaran 2022 . BUMnag {
2.4.5 | Apakah penyertaan Modal pada N Pernag dan AD/ART tentang Tidak ada penyertaan Modal
BUMNag,telah sesuai dengan Peraturan BUMNag serta Proposal cair BUMnag '=
Nagari dan memenuhi nilai kelayakan Dana BUMNag | ;
usaha 1
2.4.6 |Pada evaluasi APB Nagaripada Pos v Pernag APB Nagari Tahun  SILPA Dimasukkan Kedalam |
Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Anggaran 2022 Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran Sebelumnya
2.4.7 | Pada Evaluasi APE Nagari, Apakah SILPA v Pernag APB Nagari Tahun | SILPA selalu dianggarkan untuk
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7. Perubahan atau P“"E"'wwn ‘Perubahan APB Nagani 2022 setelah dilakukannya Evaluas: akhur odeh Tum

wva Evaly AKX ¢ Ly Svaluase A Nagars
Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagan Kecamatan Ranah Ampek Hubu Tapan

8. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat d:bawah pagu anggaran dan maksmal sama dengan anggaran (ergan g
kepada realisasi.

9. Sectiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED vang telah ciasistens: oleh PO

10.Wali Nagarn bertanggung jawab sepenuhnya/mutiak terhadap pelaksanaan Perubahan APE Nagar vang telah dilakukan Uvaluast

11.Dalam hal terdapat keraguan /ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggeran Pendapatan dan Belamya Nagar, Wal Nagari
agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hac

122, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana meatinya

~ A

Tanag,(angxm I\em\ Txm

’-‘M .

Evaluasi dilakukan Tanggal 14 Oktober 2022

Nmna\ AGVEsf)u;:No ARNAS, S.STP.M.M
* Untuk di setujui Camat Jﬂbman\-c.‘-\mfu.

Anggota Tim Evaluasi
1. ,\’Ur'ﬂlﬂl :-rf‘)-

---------------------------

3. Fatrrabismean

.................... R

4 M:rTAHUDw!TH

-----------------------------

7.. mm.e~h ......
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